
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 15 TAHUN 2003 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang :  

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelayanan kemetrologian menjadi 

kewenangan Propinsi;  

b. bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang  

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan  

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat memungut Retribusi  

Pelayanan Laboratorium Kemetrologian. 

c.bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan  

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium  

Kemetrologian. 

                                                               Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun  

1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950)  

jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran  

Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara  

Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran  

Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485), sebagaimana  

diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran  

Negara Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).; 
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 3848); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran  

Negara Tahun 1983 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) jo. Peraturan Pemerintah  

Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983  

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk  

Ditera dan atau Ditera ulang serta syarat-syarat bagi Ukuran, Timbangan, Takaran  

dan Perlengkapannya (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 3283); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk satuan  

Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran  

Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan,  

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah  

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor731/MPP/Kep/10/2002  

tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman C?perasional  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 
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17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara  

Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000  

Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003  

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000  

tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran  

Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik  

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas  

Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) jo.  

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas  

Peraturan Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi  

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D). 

                         

                                    Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

 

                                   MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN  

LABORATORIUM KEMETROLOGIAN. 

 

                                          BAB 1 

 

                              KETENTUAN UMUM 

 

                                           Pasal I 

                     Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain  

sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat. 

3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat. 
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5. Dinas Perindustrian clan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Propinsi Jawa Barat. 

6. Balai adalah Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian pada Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan verifikasi terhadap standar  

ukuran, tera, tera ulang, kalibrasi, dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. 

7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik  

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan  

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara  

clan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,Kongsi, Koperasi, Dana  

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Lembaga, bentuk usaha tetap clan  

bentuk Badan lainnya. 

9. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis  

yang berkaitan dengan menera clan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang  

dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan  

Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku  

di bidang Metrologi Legal. 

10. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian yang selanjutnya disebut  

Retribusi adalah pungutan atas tera, tera ulang dan kalibrasi Alat-alat Ukur,  

Takar, Timbang clan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalarn Keadaan  

Terbungkus (BDKT). 

11. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera  

batal yang berlaku atau yang menerbitkan keterangan tertulis yang bertanda tera  

sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil  

pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau  

ketentuan yang berlaku. 

12. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda  

tera batat yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera  

atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil  

pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 

13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan  

Perdagangan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab,  

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan  

pelayanan kemetrologian. 
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14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai  

penunjukan alat dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurannya  

yang mampu telusur. 

15. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa  

persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. 

16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera  

untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai,  

guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) untuk menentukan  

besaran atau kesalahan pengukuran. 

17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah  

barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk 

mempergunakannya  

harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya. 

18. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus  

atau kemasannya. 

19. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai  

Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang ditunjuk /ditugaskan sesuai ketentuan  

perundang-undangan yang berlaku. 

20. Alat Ukur, Takar, Timbang clan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat  

UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal. 

21. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya  

yang dipergunakan di bidang bukan metrologi legal. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan  

perundang-undangan retribusi diwajibakn untuk melakukan pembayaran retribusi. 

23. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab Alatalat ukur, takar, timbang  

clan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan  

diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah  

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat  

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga  

atau denda. 
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